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WALIKOTA BUKITTINGGI 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR 27 TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2018, tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 20); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara                 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tentang Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679; 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Pertanggungawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);  

17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 13); 

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 6);  

19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 6); 

20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 

Nomor 69); 

21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bukittinggi 

Tahun 2017 Nomor 41) 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :  

1. Pendapatan  

a. Pendapatan Asli Daerah Rp102.375.931.332,69  

b. Dana Perimbangan Rp516.228.868.598,00  

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp26.270.087.259,00  

Jumlah Pendapatan                                                      Rp653.374.887.189,69 

2. Belanja  

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp249.390.763.119,00  

2) Belanja Bunga Rp0,00  

3) Belanja Subsidi                        Rp0,00  

4) Belanja Hibah Rp11.813.560.637,00  

5) Belanja Bantuan Sosial Rp1.244.142.000,00  

6) Belanja Bagi Hasil Rp0,00  

7) Belanja Bantuan 

Keuangan 

Rp597.129.906,00  

8) Belanja Tidak Terduga   Rp1.742.361.000,00  

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp264.787.956.662,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp50.967.336.875,00  

2) Belanja Barang Jasa Rp160.938.549.412,65  

3) Belanja Modal Rp113.994.191.854,00  

Jumlah Belanja Langsung Rp325.900.078.141,65 

Jumlah Belanja Rp590.688.034.803,65 

Surplus/(Defisit) Rp62.686.852.386,04 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp79.573.559.561,18  

b. Pengeluaran Rp57.127.134.899,00  

Jumlah Pembiayaan Neto  Rp22.446.424.662,18 
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Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan 

Rp85.133.277.048,22 

  

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini.  

 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 

 

 Ditetapkan di Bukittingggi 

 pada tanggal  30 Agustus 2018 

     WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

 dto 

 
   M. RAMLAN NURMATIAS 

 

Diundangkan di Bukittinggi 

pada tanggal   30 Agustus 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 
 

  dto 

 
        YUEN KARNOVA 

 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 28 


